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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Kesuma Bangsa Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75123
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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NoMoR : 000.9.s.2/ lf!) lBaoo-L

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PADA BADAN PERENCANAAN PEMBA-NGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROViNSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan peiayanan
publik sesuai dengan azas peni,elenggaraan pemerintahari ilarg
baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap
penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar
pelayanan;

b- bahwa herdasarkan pertirnbalgan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka Standar Pelayanan Publik pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.

Menimbang 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaya,nan Publik
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahua 2OO9 Nomor 112,

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38);

2. Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahart
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nornor 2O Tahun 2C23 ter,tar,g Aparatur Sipil
Negara (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6a97lt

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomoe 615);

6. Peraturan Daeratr Nomor 6 Tahun 20 17 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
78\;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahtn 2023

tentang Kedudukan, Susunan Orgalisasi, Tugas, Fungsi, Uraian
Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan Publik pada Badan Perencanaan Pembalgunan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Standar Pelayalan Publik pada Badan Perencanaan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur sebagaimana diktum KESATU meliputi :

1. Pelayanaa Fasilitasi dal Pengendalian Penyusunan Dokumen
Perencanaaa Pembangunan Perangkat Daerah (Rencana

Strategis Perangkat Daerah darr Rencana Ke{a Perangkat

Daerah);
2. Pelayaaan Fasilitasi Konsultasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Kabupaten/ Kota (Jangka Panjang,

Jangka Menengah, dan Tahunal Daerah);

3. Pelayanal Evaluasi Rancangan Peraturaa Daerah Dokumen

Rencana Pembangunaa Daerah Kabupaten/Kota (Jangka

Panjarrg dan Jangka Menengah);
4. Pelayanan Eva-luasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Kabupaten/Kota (Jangka Panjang, Jangka
Menengah, dan Tahunan Daerah);

5. Pelayanan Pendampingan Pengisian Hasil Evaluasi Kine{a
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Jangka Menengah dan Tahunan Pada Apiikasi Evdoren

6. Pelayanan Data, Informasi dan Dokumentasi

1. Standa-r Pelayalan Pub1ik sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas

dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangu.nan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur, yaitu perumusan kebijakan,
pen5rusunan rencana kerja, pelaksanaall, pembinaan, dal
pengendalian perencanaan termasuk kategori pelayanan tidak
Iangsung;

2. Standar Pelayanan Publik wajib dilaksanakan sebagai pedoman

dalam menilai ukural kualitas dan kinerja pelayanan bagi

penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawas

dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum

KEDUA dituangkan dalam Maklumat Pelayanan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur



KEEMPAT

yang merupakan pemyataan tertulis yang berisi keseluruhan
rincian kcwajiban darr janji yang tcrdapat dalam Standar
Pelayanan sebagaimana tercantum dalam l,ampiran II Keputusan
ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkal.

Ditetapkan di Samarinda

ff Agustus 2025

Muda
51998031.009

AH P



LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBAN-GUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN -fIMUR
NOMOR : OOO.9.3.21 \43IBAPP.I TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KAL]MANTAN TIMUR

1. Pelayanaa Fasilitesl dan Pengendalian Penyusunan Dokumen Pcrencanaatr
Pembangunan Pcratrgket llaerah (Rencana Strategls Perangkat Daerah dan
Rencana KerJa Perangkat Daerahf

Seruice Deli
tat,1

a. Data dan informasi perencanaan
b. Rancangan awal, rancangan, dan rancangan akhir Renstra dan Renj

c. KAK masing-masing PD

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur

Pejabat
pada

Bidang

Menerima
Fasilitasi dan
Pengendalian
DOKREN PD

Selsetariat
Bidang

[,ayanan

Prosedur :

a. Tamu / Pengguna Layanan menuju Sekretariat
b. Menyampaikan keperluan dan rancangan awal/rancarrgan/rancangan

akhir dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra / Renja) yang

ingin difasilitasi dan pengendalian untuk dilakukan verifikasi oleh

Pej abat yang terkait di Bidang Perencana

c. Menerima fasilitasi dan pengendalian perbaikan data atau update data
serLa verifikasi rancangan awal f rancangas f rancangan akhir dokumen
perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja)

3 J UIaktu
7 Han

4 Tarif
Gratis

5 Produk Pela
Hasil perbaikan data atau verifikasi data serta verifikasi rancang€rn

awal/rancangan/rancalgan akhir dokumen perencanaan perangkat

daerah (Renstra / Renja)

Pe Saran dan Masukan
a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengadual1) Tatap

I+ + +
L

Tamu /
Pengguna

6.



2l Datang langsung ke kantor Bappeda Provinsi Kaltim, J1. Kesuma

Bangsa No. 2 Samarinda
Telepon : (Osar) 742283
Email : humasbappedalaltim@,gmail.com
Website : bappeda.kaltimprov.go.id
Facebook : Bappeda Kaltim
Instagram : bappeda-kaltim
Online melalui website Kuesioner SKM
SP4N tapor
WA Nomor 0857050431 i9

b. Alur Penanganan Pengaduan :

3)

4l
5)

6)

7\
8)

e)

10)

Pengguna
layanan

menyampai
kan aduan
secara lisan

Pejabat
pengelola

pengaduan
menenma

aduarr

Tim
Pengelola

Peogaduan

c Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam
2) Pengaduare bersifat norrnatif, selambat-iarnbai'nya 5 hari kerja
3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14

hari keq'a
4) Pengaduan berkadar penga\Masan dan memerlukan pemeriksaan,

selambatlambatnya 6O hari ke{a

Manut

Pengguna
layalra'r

menerima
jawaban

pengadua.-r

I Dasar HuLum
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O09 tentang Peiayanan Publik;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembalgunan .Iangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17

Nomor 1312);
d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO.1.15.5 3406 Tahun 2A24

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2O2l Tentang Hasil Verifrkasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifrkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaal Pembangunan dan Keuangal Daerah;

e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tah:ur. 2Ol7 tentang Penyelenggaraan



Pelayanan Publik (Lembaran Daera-h Provinsi Kalimantan Timur,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kaiimantan Timur Nomor 76);

f. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2O23 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas, F\rngsi, Uraian Tugas dan

Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilltas

3 Kom ensi Pelaksana
a
b
c
d

Memiliki kemampual menganalisis dokumen
Mengeta-hui tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
Mengetahui tentang Peny'usunan Dokumen Renja
Mampu mengoperasikan komputer

4. Pengawasan Internal
a. Kepala Bappeda
b. Sekretaris Bappeda
c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian

Pembangunan Daerah
d. Kepala Bidang Perencana di Lingkup Bappeda

dan Evaluasi

5 Jumlah Pelaksana

6
Mendapatkan pelayanan verifikasi Dokumen Perencaaaan Perangkat
Daerah (Renstra/Renja) yang selaras dengan Dokumen Perencanaan

Daerah Provinsi Kaltim dafl sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlalcr

a. Ruang tunggu
b. Ruang rapat
c. Ruang merokok
d. Mushalla
e. Halaman parkir
f. Kantin
g. Koperasi
h. Lift
i. Kofirputer
j. Printer
k. Jaringan internet
1. Mesin fotocopy
m. Apar
n. Area parkir disabilitas
o. Ramp/Jalur landai disabilitas
p. Ruang laktasi

2.

2-3 orarrg

Jemlaan Pelayanan



7 Jamlnaa l(eamaaan dao Keselamatao Pelayanan
Kt-rndisi lingkungal pelayanan sudah dilengkapi dengan fasilitas cian

petugas yang mendukung keamanan dan keseiamatal pelayalan

8 Evaluasi Pelaksana
a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Pejabat Struktural, JF Perencana,

Ketua Tim, maupun Pe1a1<sana terkait, minimal 1 (satu) kaii dalam I
(satu) bulan

b. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal satu kali
da-lam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
meqjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan



2. Pela5ranan Fasllltasi Konsultaei Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pemlangunan Kabupaten/Kota pangka Panjang, Jangka Menengah, daa
Tahunan Deerahl

Se-ruice Deliue

-l

Sekretariat

Iayanan

Prosedur :

a. Tamu / Pengguna Layanan menuju Sekretariat
b. Menyampaikan keperluan dan dokumen perencanaan rancangarl

Awal/Rancangan/Rancangan Akhir (RPJPD, FP.TMD dan RKPD

Kabupaten/ Kota) yang ingin difasilitasi dan evaluasi peny'usunannya dan
pengendalian untuk dilakukan verifikasi oleh Pejabat yang terkait di
Bidang P2EPD

c. Menerima fasilitasi konsultasi pen5rusun€rn dokumen perencanaan
pembangunan Kabupaten/Kota (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Pejabat
pada Bidang

P2EPD

Menerime
Fasilitasi dan
Pengendalian
I]OKREN PD

1 Persyaratan
a. Surat Permohonan Fasilitasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur

mela]ui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
b. Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD/RPJMD/RKPD

Kabupaten/Kota
c. Naskah Persetujuan Bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD

tcrhadap Rancangan Pcraturan Dacrah tcntang RPJPD / RPJMD/ RKPD

Kabupaten/Kota
d. Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD
e. Laporan Hasil Review APIP atas Rancangan Akhir RPJPD/RPJMD/RKPD
f. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan

RPJPD/RPJMD/RKPD
g. Dokumen Hasil Eva1uasi Pelaksanaan RPJPD/RPJMD/RKPD Periode

Sebelumnya
h. Berita Acara Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik RPJPD/RPJMD/RKPD
i. Berita Acara Kesepakatar Hasil Musrenbang RPJPD/RPJMD/RKPD
j. Surat Keterangan Kebenaran atau Keaslian Dokumen dari Kepaia

Bappeda/ Bappelitbang/ Bapperida Kabupaten/ Kota

2

Jangka {laktu Pelayanan
7 Hari

Tarif
Gratis

Sistem. Mekanlsme, dan Prosedur

d, +

3.

4.



5. Produk
Perbaikan/update data dokumen perencanaan dari hasii fasilitasi konsultasi

RPJMD dan RKPD)

6. Saran dan Masukanuan
a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1) Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2l Datang langsung ke Kantor Bappeda Provinsi Kaltim, Jl. Kesuma
Bangsa No. 2 Samarinda

3) Telepon: (0541) 742243
4l Email : humasbappedakaltim@gmail.com
5) Website:bappeda.kaltimprov.go.id
6) Facebook: Bappeda Kaltim
7l Instagram : bappeda-kaltim
8) Online melalui website Kuesioner SKM

9) SP4N l,apor
10) WA Nomor 085705043119

b. Alur Penanganan Pengaduan :

PengBuna
layallan

menyampai
kan aduan
secara lisan

Pejabat
pengelola

pengaduart
menerima

aduan

Tim
Pengelola

Pengaduan

Pengguna
Layanan

menerima
jawaban

pengaduan

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam
2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja
3) Pengaduan tidak berkadar pengawas€rn, selambat-larnbatnya 14 hari

kerja
4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan,

selambat-lambatnya 6O hari ke{a

Monu
Daser Hukum
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keter

Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan Publik;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaart, PengendaJiaa dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang
Rencana Pembangunal Jangka Panjang Daerah dal Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunal Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
blik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

bukaan Informasi

(Berita Negara Repu

pen5rusunan dokumen perencErnaan Pembangunan Kabupaten/Kota (RPJPD,

1.



d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO.l'15.5-3406 'lah:ur. 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
O5O-5889 Tah:un 2O2l Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifrkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keualgan Daerah;
e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraal

Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 78);

f. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, F\rngsi, Uraian Tugas dan Tata
Kerj a Perangk at D aer *r -

a. Ruang tunggu
b. Ruang rapat
c. Ruang merokok
d. Mushalla
e. Halaman parkir
f. Kantin
g. Koperasi
h. Lift
i. Komputer
j. Printer
k. Jaringan internet
1. Mesin fotocopy
m. Apar
n. Area parkir disabilitas
o. Ramp/jalur landai disabilitas
p. Ruang la-l<tasi

2 Sarana dan dan

3 Kom teasi Pelaksana
a. Memiliki kemampuan menganalisis dokumen
b. Mengetahui tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
c. Mengeta-hui tentang Penyusunal Dokumen Perencarraan Pembangunan

Kablupalefi/Kota
d. Mampu mengoperasikan komputer

4 Iaternal
a. Kepala Bappeda
b. Sekretaris Bappeda
c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah
d. Kepala Bidang Perencana Lingkup Bappeda

atau Fasilitas



5 Juml,ab Pelaksana
on

6. Jamlnan Pela
Mendapatkan pelayanal verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan
yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Kaltim
dan sesuai dengan peraturan perundang-undalgan yang berlaku

7. Jaminan Keamaaan dan Keselamatan Pela
Kondisi lingkungan pelayanan sudah dilengkapi dengan fasilitas dan petugas
yang mendukung keamanan dan keselamatan pelayanan

8 Evaluasl Kine Pelaksana
a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Pejabat Struktural, JF Perencana,

Ketua Tim, maupun Pelaksana terkait, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

bulan
b. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal satu kali

dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayalan



1 tan

Slstem, Mekanisme, dan Prosedur2

Tamu /
Pengguna
Layanan

l
Men€rima Fasilitasi

dm Evaturasi Dokuma

Kzbupatm / Kota)

T

Sekretaiiat + Pejabat pada
Bidang P2EPD

3. Pelayanan Enaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dokumen Rencana
Perbargunan Daerah I'.abupaten/Kota (Jangka Paajang dan Jangka Meaeagah|

Seruice Deli

a. Surat Permohonan Evaluasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur
mela-lt-ri Sekretaris Daera-h Provinsi Kalimantan Tim,-rr-

b. Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD/RPD
Kabupaten / Kota

c. Naskah Persetujuan Bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD

terhadap Rancalgan Peratural Daerah tentang RPJPD/RPD
Kabupaien/i(ota

d. Dokumen KLHS RPJPD/RPD
e. Laporan Hasil Review APIP atas Rancangan Akhir RPJPD/RPD
f. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan RPJPD/RPD
g. Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD/RPD Periode Sebelumnya
h. Berita Acara Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik RPJPD/ RPD

i. Berita Acara Kesepakatal Hasil Musrenbang RPJPD/RPD
j. Surat Keteralgal Kebenaran atau Keaslial Dokumen dari Kepala

Bappeda/ Bappelitbang/ Bapperida Kabupaten/ Kota

Prosedur :

a. Tamu / Pengguna Layanan menuju Sekretariat
b. Menyampaikan keperluan Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
(RPJPD dan RPD)

c. Menerima fasilitasi dan dan evaluasi Dokumen Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (Ranperda

Dokrenda Kabupaten/ Kota)

Jangka trIahu Pelayanan3

B4.
Gratis

o rroout
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dokumen
Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota (RPJPD, RPD

Rencana

L

+ t)
I

7 }lai

Tarif



6 Saran dan Masukan
a. Pengaduan dapat dilakukan meialui :

1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Datang langsung ke Bappeda Provinsi Kaltim, J1. Kesuma Bangsa No.

2 Samarinda
3. Telepon: (0541) 742283
4. Email : humasbappedakaltim@grnail.com
5. Website : bappeda.kaltimprov.go.id
6. Facebook : Bappeda Ka-ltim
7. Instagram : bappeda-kaltim
8. Online melalui website Kuesioner SKM
9. SP4N Lapor
1O. WA Nomor O857O5O431 19

b. Alur Penanganan Pengaduan :

Pengguna
layanan

menyampal
kan aduan
secara lisan

Pejabat
pengelola

pengerluartr
menerima

aduan

Tim
Pengelola

Pengaduall

Pengguna
Layanar

rneneLilta
jawaban

pengaduan

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1) Pengaduan ringan, selarnbat-lambatnya 3 jam
2) Pengaduan bersifat normatif, selambat lambatny-a 5 hari ke{a
3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari

kerj'a
4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan,

selambat-lambatnya 60 hari ke{a

Manu
1 Dasar llukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20O8 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

b. Undalg-Undalg Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan Publik;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O 17 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dal Evaluasi Pembaagunan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 1312);

d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO.1.15.5-3406 Tahwn 2024
tentang Perubahal Kedua Atas Keprrtusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tah:un 2O2l Tentang Hasil Verifrkasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasilikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tat,:wn 2OI7 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

Penenganan Pengaduan,



Tambahan Lembaran Daera-h Provinsi Kalimantan Timur Nomor 78);
f. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, F\ngsi, Uraian Tugas dan Tata
Kerja Perangkat Daerah.

2

Kompetensl Pelaksana
a. Memiliki kemampuan mengana-lisis dokumen
b. Mengetahui tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
c. Mengetahui tentang Penyusunal Dokumen Renja
d. Mampu mengoperasikan komputer

4 -IPe 
ngawasan Internel

5 Jumlah Pelaksana
1,2 orang

6
Mendapatkan pelayanan hasil evaluasi terhadap dokumen pelaksanaan
Dokrenda Kabupaten/ Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas
a. Ruang tunggu
b. Ruang rapat
c. Ruang merokok
d. Mushalla
e. Halaman parkir
f. Kantin
g. Koperasi
h. Lift
i. Komputer
j. Printer
k. Jaringan internet
1. Mesin fotocopy
m. Apar
n. Area parkir disabittas
o. Ramp/jalur landai disabilitas
p. Ruang laktasi

a. Kepala Bappeda
b. Sekretaris Bappeda
c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah
d. Kepala Bidang Perencana di Lingkup Bappeda

3.

.Iamitran Pelayanaa



7 Jaminan Keamenan daa Keselamatan Pelayanan
Kondisi lingkungan pelayanan sudah diiengkapi dengan fasilitas dan petugas
yang mendukung keamalan dan keselamatan pelayanan

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana
a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Pejabat Struktural, JF Perencana,

KetuaTim, maupun Pelaksana terkait, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
bulal

b. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal satu kali
dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
menjaga dal meningkatkan kinerja pelayanan



4 Pelayanan Evaluasi Petraksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Kabupaten/Kota {Jangka Panjang, Jangka Meneagah, dan Tahunao Daerah}

Seruice Deli
1 Persyaratan

Dokumen Hasil Pelaksanaan Evaluasi
Kabupaten/Kota (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Dokumen Pereocara.an

2 Sistem, dan Prosedur

t Tamu /
Pengguna
l.ayanan

Pejabat pada
Bidang P2EPD

Ma(ima Fasilitasi
dan Evatuasi Dokuren

K.abupatd/ Ituta)
+l +

Prosedur :

a. Tamu / Pengguna Layanan menuju Sekretariat
b. Menyampaikan keperlual Dokumen Hasil Pelaksanaan Evaluasi

Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

c. Menerima fasilitasi dan dan evaluasi dokumen pelaksanaan (Dokrenda

Kabupaten/ Kota)

3. trIaktuJ
7 Hai

Bia Tarif
Gratis

5 Produk nan
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Dokrenda Kabu aten Kota

6 uan, Saran dan Masukan

fbjabat
pengelola

pengaduan
lnenerima

aduarr

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1) Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengeloia Pengaduan
2l Datanglangsung ke Bappeda Provinsi Kaltim, Jl. Kesuma Bangsa No.

2 Samarinda
a Telepon : (05a1) 7 42283

Email : humasbappedakaltim@gmail.com
Website : bappeda.kaltimprov.go.id
Facebook : Bappeda Kaltim
Instagram : bappeda-kaltim
Online meia]ui website Kuesioner SKM
SP4N Lapor

4
5
6

1O) WA Nomor 085705043119

b. Alur Penangalan Pengaduan :

7
I
9

Pengguna
layanan

menyampai
kan aduan
secara lisar

Tim
Pengelola

Pengaduan

Pengguna
l,ayanan

menerima
jawaban

pengaduan

Sekretariat +

4,



c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
1) Pengaciuan ringan, seiambat-lambatnya 3 jam
2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari ke{a
3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari

kerja
4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memeriukan pemeriksaan,

selambatlambatnya 60 hari ke{a

Manu

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan Publik;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahul 2Ol7 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang
Rencala Pemb.ugrrnan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1312);

d. Keputusan Menteri Daiam i'legeri Nomor 9OO.i.15.5-3406 Tahur. 2424
tentang Perubahal Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahwn 2O2l Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodehkasi dan Nomenkiatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Pelayanal Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur,
Tambahan l,embaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 78);

f. Peraturan Gubernur Kalimaltan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentalrg
Kedr-rdukan, Susunan Organisasi, Tugas. F\rngsi, Uraian Tugas dan Tata-

Kerja Perangkat Daerah.

1 Dasar Hukum

Sarana dan Prasarana dan atau Fasllitas2
a. Ruang tunggu
'b. Rua::g rapat
c. Ruang merokok
d. Musha]la
e. Halaman parkir
f. Kantin
g. Koperasi
h. Lift
i. Komputer
j. Printer
k. Jaringan internet
1. Mesin fotocopy



m. Apar
n. Area parkir <iisabilitas
o. Ramp/jalur landai disabilitas
p. Ruang laktasi

a. Memiliki kemampuan menganalisis dokumen
b. Mengetahui tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
c. Mengetahui tentang Penyusunan Dokumen Renja

d. Mampu mengoperasikan komPuter

Kompetensi Pelaksana

Pe wasan Internal4
a. Kepala Bappeda
b. Sekretaris Bappeda
c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah
d. Kepala Bidang Perencana di Lingkup Bappeda

5 Jumlah Pelaksana
12 orang

6.
Mendapatkan pelayanan hasil evaluasi terhadap dokumen
Dokrenda Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-

pelaksanaan

undangal

Jamlaan Keamanan daa Keselamatan Pelayanan7
Kondisi lingkungan pelayanan sudah dilengkapi dengan fasilitas

mendukung keamanan dan keselamatan pelayanan
dan petugas

yang

Evaluasi Klnerja Pelaksana8.
a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Pejabat S

Ketua Tim, maupun Pelaksana terkait, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

bulan
b. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal satu kali

dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
aga dan meningkatkan kinerja pelayanan

trulrtural, JF Perencana,

menj

3.

Jaminan Pelayanan



5. Pel;ayanan Pendampingan Pengisiaa Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan
Dokumen Perencanaan Pembangunatr Daerah Jangka Menengah dan Tahuaan
Pada Apltkasi Evdorea

Seruice Deli
I Persyaratan

Surat Permohonan Pendampingan Pengisian Evdoren dari Perangkat Daerah

2 Sistem, Mekanisme, datr Prosedur

Menerima
Layanan
Pengisian
Evdoren

f Pejabat pada
Bidang
F2EPD

Tamu /
Pengguna
Layanan

Baglan
Umum

Sekretariat

Prosedur :

a. Tamu / Pengguna Layanan menuju Bagran Umum Sekretariat
b. Menyampaikan keperluan untuk pendampingan pengisian evdoren
c. Menerima fasilitasi pengisian evdoren

3
3 hari

4. Tarif
Gratis

Produk n
Fasilitasi pendampingan pengisian aplikasi evdoren lingkup Perangkat Daer
Provinsi Kaltim

Saran dan Masukan6
a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1) Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2l Datang langsung ke Bappeda Provinsi Kaltim, Jl. Kesuma Bangsa No.

2 Samarinda
3) Telepon: (05a1) 742243
4l Email : humasbappedakaltim@gmail.com
5) Website : bappeda.kaltimprov.go.id
6) Facebook : Bappeda Kaltim
7l Instagram:bappeda-kaltim
8) Online melalui website Kuesioner SKM
9) SP4N Lapor
10) WA Nomor 085705043119

b. AIur Penanganan Pengadual :

Pengguna
LayanaII

menerima
jawaban

pengaduan

Pej abat
pengelola

peugaduan
menerima

aduan

Tirn
Pengelola

Pengaduan

Pengguna
layanan

menyampai
karr aduan
secara lisan

r)
I

Janeka Waltru Pelayanaa

5.

Penanganan Pengaduan,



c. Jangka Wali:tu Penyelesaian Pengaduan :

1) Pengaduan ringan, selambatlambatnya 3 jam
2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja
3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari

kerja
4) Pengadaaan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan,

selambat-lambatnya 60 hari ke{a

Manu

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasr
Publik;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 lentangTata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembalgunan
Jalgka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2Ol7 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimaltan Timur,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 78);

e. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Orgalisasi, T\rgas, Fungsi, Uraian T\rgas dan Tata
Kerja Perangkat Daerah.

2 Satana dan dan / atau Fasilitas
a. Ruang tunggu
b. Ruang rapat
c. Ruang merokok
d. Mushalla
e. Halaman parkir
f. Kantin
g. Koperasi
h. Lift
i. Komputer
j. Printer
k. Jaringan internet
l. Mesin fotocopy
m. Apar
n. Area parkir disabilitas
o. Ramp/jalur landai disabilitas
p. Ruang lalrtasi

1. Dasar Hukum



3 Kompetensi Pelaksana
a. Mengetahui tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Mengetahui tentang Penl'usunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Provinsi
c. Mam men rasikan kom uter

Pe Internal
a. Kepala Bappeda
b. Sekretaris Bappeda
c. Kepaia Bidang Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah
Perencana Lin Ba a

c Jumlah Pelaksana
2-3 oran

Mendapatkan fasilitasi pendampingan pengisian aplikasi evdoren iingkup
Perangkat Daerah Provinsi Kaltim sesuai dengan peraturan perundang-
und berlaku

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pe

Kondisi lingkungan pelayanan sudah dilengkapi dengan fasilitas dan petugas
mend keamanan dan keselamatan 1a

8 Evaluasi Ki a Pelaksana
a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Pej abat Struktural, JF Perencana,

Ketua Tim, maupun Pelaksana terkait, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
bulan

b. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal satu kali
dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk

dan tkan kinmen a e anan

4.

d. Kepala Bidang

6. Jaminan Pelayanan



6. Pelayanan Data, Informaei dan Dokumentasl

Seruice Deli
1 tan

a. Surat Tugas
b. Dokumen / berkas pendukung
c. Tanda pengenal/ identitas

2 Slstem Mekanisme dan Prosedur

Tamu/ pengguna
layanan

Petugas
IDIormasi

Menerima
Layanan Data,
informasi dai
dokumentasi

Prosedur :

a. Tamu / Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu / formulir permintaan

data / informasi
c. Meoyampaikan surat permintaan data, informasi dan dokumentasi
d. Menerima data, informasi dal dokumentasi

3

4, Bia /tarif
Gratis

5 Produk Pela
D Informasi dan Dokumentasr

6 Saran dan Masukan
a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1) Tatap muka lalgsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2\ Datang langsung ke Kantor Bappeda Provinsi Kaltim, Jl. Kesuma
Bangsa No. 2 Samarinda
Telepon : (0541) 7 42243
Email : humasbappedakaltim@gmail.com
Website : bappeda.kaltimprov.go.id
Facebook : Bappeda Kaltim
Instagram : bappeda-kaltim
Online melalui website Kuesioner SKM

SP4N Lapor

4

6
7
8
9
iO) WA Nomor O857O5O431 19

b. Alur Pen Pengaduan :

Jangka Waktu Pelayanan

Tim Pengelola
Pengaduan

tulis

pengelola



Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

U Hengaduan nngan, selam bal-lalnbatnya s jam
2) Pengaduaa bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari ke{a
3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari

kerja
4) Pengaduan berkadar pengawas€rn dan memerlukan pemeriksaan,

selambatlambatnya 60 hari ke{a

1 Dasar Hukum
Manu

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O08 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O09 tentang Pelayanan Publik;
c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2O17 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur,
Ternhahan I.ernharnn Daerah Prnvins'i Kalirnantan Titnrrr- Notnor 7R'l:

d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2O23 tentang
Kedudukal, Susuna;r Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata
Kerja Perangkat Daerah.

a!--^-- J-F E---^-^--

a. Ruang tunggu
b. Ruang rapat
c. Ruang merokok
d. Mushalla
e. Haiaman pari<ir
f. Kantin
g. Koperasi
h. Lift
i. Komputer
j. Printer
k. Jaringan internet
1. Mesin fotocopy
m. Apar
n Area nar-kir disahilitas
o. Ramp/Jalur landai disabilitas
p. Ruang laktasi

g. L{enehs.:ni tupcksi.jabatan -:asing :nesing bidang,/ sekretedet
b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permintaan

Data/Informasi
c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang

terkait
ci. ivremiiixi etika peiayanan yaitu ciisipiin, cepat, kompeten, sopan,

3. Kompetensi Pelakeaaa



ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung
jawab

4 Pengawasan Internal
a
b
c

Kepala Bappeda
Sekretaris Bappeda
Kepala Bidang Perencana di Lingkup Bappeda
Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Bappedad

5. Jumlah Pelaksana
2-3 orang

Jaminan Pelayanaa
a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat

dipertalggun gi awabkan
b, Mendapatkan data, informasi dan dokumen yalg sesuai dengan yang

dibutuhkan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undalgan yang
berlaku

7 Jamlnan Keamanan dan Keselamatan Peleyenan

I Evaluasi Kinerja Pelaksaaa
a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Pejabat Struktural, JF Perencana,

Ketua Tim, maupun Pelaksana terkait, minimal 1 {satu) kali dalam 1

(satu) bulan
b. Evatuasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal satu kali

dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikarr untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Kondisi linglornga,n pelayanan sudah dilengkapi dengan fasilitas dan
petugas yang mendukung keamanan dan keselamatan pelayanan

kan di Samarinda

ll Agustus 2025

IJtarna Muda
10051998031009

H

a,

A

6.

t,



LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KEPALA
PEMBANGUNAN DAEFAH

BADAN PERENCANAAN
PF,OVINSI I'-AL.IMANTAN TIML}P.

NOMOR : ooo.9.3.2/lr1)/Bapp-i TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALiMANTAN TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Kesuma Bangsa Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75123

Telepon/Fax: (0 1) - 742283
website: bappeda.kaltimprov.go.id email: bappeda@kaltimprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

'Siap Membeikan Pelaganan Yang Terbaik, Dengan Sengum, Ramah. Sopan dan

Santun Guna Meuujudkan Kepuo.san Penggntna Pel-ago-n-o-n Pu-blik."

fl Agustus 2025

tama Muda
5199803r009


